WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 03 TAHUN 2017
TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Menimbang

Mengingat

KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012, Pengadaan Barang dan/atau Jasa layanan instansi
yang menjalankan pola pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum ditetapkan oleh Walikota;

bahwa dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah disebutkan bahwa Pengadaan Barang
dan/atau Jasa layanan BLUD-SKPD ditetapkan dengan
Peraturan Walikota,;

bahwa dengan  ditetapkannya status Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)
Penuh pada RSUD Kota Bengkulu sesuai dengan
Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 192 Tahun 2016
tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Kota Bengkulu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang dan/atau
Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Bengkulu;

Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 192 Tahun 2016
tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Kota Bengkulu;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PENGADAAN
BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BENGKULU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Kota adalah Kota Bengkulu.

Pemerintah  Kota adalah  Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Bengkulu.



10.

11.

12.

13.

14.

(1)

BLUD RSUD Kota adalah BLUD RSUD Kota Bengkulu milik
Pemerintah Kota Bengkulu.

Direktur adalah Direktur Badan Layanan Umum Daerah
RSUD Kota Bengkulu.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut
BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit
Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan
keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang
dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat
keahlian pengadaan barang/jasa yang diangkat oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk
melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Panitia Pengadaan adalah panitia yang diangkat oleh
pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang
keanggotaannya terdiri dari personil yang telah memiliki
sertifikat  keahlian  pengadaan  barang/jasa  untuk
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang per
orang yang usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) adalah unit
organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan
pengadaan Barang/jasa yang bersifat permanen, dapat
berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Unit Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat
UPBJ adalah wunit yang dibentuk pada RSUD Kota
Bengkulu untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Hibah tidak terikat adalah setiap pemberian yang
diterima BLUD RSUD Kota  Bengkulu dalam bentuk
rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang
diperoleh dari pemberi hibah yang berasal dari dalam
negeri atau luar negeri yang tidak terikat dengan
kepentingan apapun.

Hibah terikat adalah setiap pemberian yang diterima
BLUD RSUD Kota Bengkulu dalam bentuk uang, barang,
jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi
hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri
yang terikat dengan kepentingan pemberi hibah.

BAB II
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
Pasal 2

Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD Kota
Bengkulu dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang
berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk
kegiatan yang bersumber dari APBD dan APBN murni.



(2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan
prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak
diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

(1) BLUD RSUD Kota Bengkulu diberikan Fleksibilitas berupa
pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang
berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa
pemerintah yang bersumber dari pendapatan operasional
BLUD RSUD Kota Bengkulu.

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang
sumber dananya berasal :

a. Jasa layanan;

b. Hibah tidak terikat;

c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

(3) Untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber
dananya  berasal dari hibah terikat dapat dilakukan
dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi
hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang
dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD.

Pasal 4

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 dilakukan oleh UPBJ RSUD Kota Bengkulu
yang ditetapkan oleh Direktur.

(2) Panitia Pengadaan terdiri dari personel yang memahami
tata cara pengadaan, subtansi pekerjaan/kegiatan yang
bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

BAB III
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
Pasal 5

(1) Jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa BLUD
RSUD Kota Bengkulu yang sumber dananya sebagaimana
dalam Pasal 3 ayat (2) ditentukan sebagai berikut:

a. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai
dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
dilakukan pembelian langsung oleh UPBJ RSUD Kota
Bengkulu;

b. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah ) sampai dengan
nilai Rp 200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah)
dilakukan pengadaan langsung oleh UPBJ RSUD Kota
Bengkulu;

c. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan oleh
Unit Layanan pengadaan (ULP) dengan Pelelangan/
tender;



d. Jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat
(1) merupakan jenjang nilai pengadaan berdasarkan
kebutuhan BLUD RSUD Kota Bengkulu, bukan
akumulasi kegiatan dalam satu tahun.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Walikota ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut
oleh Direktur.

Pasal 7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan
dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Januari 2017
WALIKOTA BENGKULU
Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Cap/dto
MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR ..03...



